
JAKARTA (IM) - Ke-
tua Badan Pembentukan 
Peraturan Daerah (Bapem-
perda) DPRD DKI Jakarta, 
Pantas Nainggolan me-
ngatakan, Rancangan Per-
aturan Daerah (Raperda) 
tentang Pengenda lian Lalu 
Lintas secara Elektronik 
(PL2SE) soal electronic 
road pricing (ERP) atau 
jalan berbayar bisa saja di-
cabut.

Namun, pihaknya be-
lum menerima usulan pen-
cabutan raperda secara dari 
Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) DKI. “Bisa nanti 
dicabut ada aturan secara 
resmi. Bisa dicabut tapi 
nanti lewat paripurna karena 
penyerahannya kan di pari-
purna maka diakhiri de ngan 

paripurna,” kata Pantas 
kepada wartawan di Jakarta, 
Kamis (9/2).

Politikus PDIP itu me-
nyatakan, hingga kini belum 
ada pernyataan resmi me-
ngenai pencabutan Raperda 
ERP tersebut. Informasi 
adanya pencabutan beleid 
itu baru didengarnya lewat 
media.

Pantas menegaskan, jika 
memang ada langkah pen-
cabutan raperda, Bapem-
perda DPRD DKI menung-
gu pernyataan resmi dari 
Penjabat (Pj) Gubernur 
DKI, Heru Budi Hartono, 
baru kemudian ditindak-
lanjuti. Setelah itu, pihaknya 
melakukan pe ninjuan ulang 
atau evaluasi kembali terkait 
pembahasan raperda itu.

“Ditunggu saja pro-
sesnya nanti akan ada surat 
resmi dari (Pj) Gubernur 
untuk menarik Raperda 
tersebut. Yang menyampai-
kan kan Gubernur, makanya 
yang mencabut juga Guber-
nur,” tutur Pantas.

Pemprov DKI akhirnya 
memilih meninjau ulang 
pembahasan Raperda ERP, 
usai mendapat penolakan. 
Salah satunya dari kalangan 
pengemudi ojek daring yang 
menggelar demonstrasi di 
depan Balai Kota DKI, 
Jakarta Pusat, Rabu (8/2). 

“Kami akan koordina-
sikan dengan DPRD DKI 
untuk Raperdanya dikem-
balikan ke Pemprov,’’ kata 
Kepala Dinas Perhubungan 
DKI Syafrin Liputo.  yan

DPRD DKI Belum Terima Keputusan 
Resmi Raperda ERP Dicabut
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VARREL BRAMASTA 
RESMI GABUNG PAN

Aktor yang juga ka-
der PAN Varrel Bra-
masta (kiri) bersama 
Ketua DPW PAN Eko 
Hendro Purnomo 
(kanan) memberikan 
keterangan kepada 
wartawan pada aca-
ra perkenalan kader 
baru PAN di kantor 
DPP PAN, Jakarta, 
Kamis (9/2). Varrel 
Bramasta resmi men-
jadi kader PAN dan 
akan maju sebagai 
calon legislatif pada 
Pemilu 2024. 

Waktu perjalanan dari Jakarta Timur 
menuju Bekasi dan sebaliknya yang 
sebelumnya bisa satu jam bahkan lebih, 
sekarang dapat ditempuh dalam 20-
30 menit saja, sehingga hemat waktu 
hingga 30 menit. Ini dampak positifnya 
besar sekali untuk masyarakat, teru-
tama bagi masyarakat yang melakukan 
commuter dari Bekasi.

Tol Becakayu Bakal Dibuka Full, 
Bekasi-Jakarta Hemat 30 Menit

JAKARTA (IM) - Tol 
Bekasi-Cawang-Kampung 
Melayu (Becakayu) sebentar 

lagi akan terhubung hingga 
ke Marga Jaya. Kementerian 
PUPR sudah memberikan 

izin untuk operasi tol seksi 
2A dan 2A Ujung yang meng-
hubungkan Jakasampurna ke 
Marga Jaya.

Direktur Utama KKDM, 
Aris Mujiono menyampaikan 
waktu tempuh perjalanan ma-
syarakat akan makin singkat 
dengan jalan tol ini. Setidak-
nya dari Jakarta Timur ke 
Bekasi cuma butuh waktu 30 
menit saja.

“Waktu perjalanan dari 
Jakarta Timur menuju Bekasi 
dan sebaliknya yang sebe-
lumnya bisa satu jam bah-
kan lebih, sekarang dapat 

ditempuh dalam 20-30 menit 
saja, sehingga hemat waktu 
hingga 30 menit. Ini dampak 
positifnya besar sekali untuk 
masyarakat, terutama bagi 
masyarakat yang melakukan 
commuter dari Bekasi,” ujar 
Aris dalam keterangannya, 
Kamis (9/2).

Selain itu dengan adanya 
koneksi jalan tol Becakayu 
dengan jalan tol Wiyoto-
Wiyono, diharapkan dapat 
meng urai kepadatan lalu lin-
tas dari arah Tanjung Priok 
menuju Bekasi dan seba-
liknya.

Dengan beroperasinya 
dua seksi tadi, Jalan Tol Be-
cakayu akan resmi menyam-
bungkan wilayah Bekasi 
hingga Kampung Melayu 
sepanjang 16,78 km.

Guna meningkatkan ke-
nyamanan dan keamanan 
bagi pengguna jalan, KKDM 
telah melaksanakan sejum-
lah kegiatan perbaikan dan 
pemeliharaan sebagai bagian 
dari persiapan pengopera-
sian.

“Kegiatan yang dilaku-
kan antara lain perbaikan 
marka jalan, perbaikan dan 
pembersihan concrete barrier 
serta melakukan upaya peng-
hijauan di sekitaran Jalan Tol 
Becakayu,” papar Aris.

S e b e l u m n y a ,  R u a s 
Jakasampurna - Marga Jaya 
sempat dioperasikan secara 
fungsional sebagai uji coba 
pada periode Natal 2022 dan 
Tahun Baru 2023 yang ber-
langsung sejak 23 Desember 
2022 - 3 Januari 2023.  yan

JAKARTA (IM) - Di-
nas Perhubungan DKI Ja-
karta menjelaskan penyebab 
minimnya akses ja lan di 
sekitar Stadion Ja karta In-
ternational Stadium (JIS) 
saat konser De wa 19 ber-
langsung pa da Sabtu (4/2) 
lalu. Hal itu menyebabkan 
ruwetnya arus kepulangan 
65 ribu penonton konser 
hingga menuai kritik di jagat 
media sosial. 

Kepala Dinas Perhu-
bungan DKI Jakarta, Sy-
afrin Liputo mengatakan, 
pengurangan lajur di Jalan 
RE Martadinata dari empat 
menjadi dua lajur adalah 
salah satu faktor penyebab 
sempitnya akses jalan di JIS 
dan menyebabkan kema-
cetan saat penonton konser 
Dewa 19 bubar.  

“Karena saat ini di Jalan 
RE Martadinata sedang ada 
pembangunan tol Harbour 
II. Itu yang di sisi utaranya,” 
tutur Syafrin di Balai Kota, 
Kamis (9/2). 

Penyebab lainnya adalah 
adanya perbaikan jalan di Ja-

lan Danau Sunter Barat dan 
Jalan Sunter Permai Raya.

“Sehingga lajur ideal di 
sana empat lajur itu ti dak op-
timal kemarin. Ka mi sudah 
kerahkan pe tugas kemarin, 
tapi ka rena kondisi jalannya 
se perti itu maka ini belum 
bisa kita paksakan terjadi 
kelancaran,” jelas Syafrin. 

Pihaknya telah ber upaya 
melalui berkoordinasi den-
gan Dinas Bina Marga serta 
kontraktor pembangun jalan 
tol agar melakukan aksele-
rasi pengerjaan proyek. Sy-
afrin juga menambahkan, 
Dishub DKI sudah melaku-
kan rekayasa lalu lintas dan 
melakukan sosialisasi secara 
masif  kepada mascara ter-
kait konser Dewa 19 di JIS.  

“Rekayasa ada contoh-
nya untuk lokasi parkir itu 
kami arahkan sebagian di sisi 
utara itu ke parkir Formula 
E. Yang selebihnya di sisi 
baratnya parkir di kawasan 
Kemayo ran. Demikian pu-
lanya pemanfaatan gedung-
gedung parkir di kawasan 
sekitar,” tandasnya.  yan

Akses Jalan di JIS Dikritik, Dishub DKI 
Sebut Karena Pembangunan Jalan Tol

EVAKUASI MONYET EKOR PANJANG
Petugas Jakarta Konservasi Animal Rescue mengevakuasi monyet ekor 
panjang (Macaca fascicularis) di kawasan Rawa Badak, Tanjung Priok, 
Jakarta, Kamis (9/2). Evakuasi itu dilakukan karena para warga khawatir 
monyet tersebut dapat menularkan sejumlah penyakit seperti TBC.
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JAKARTA (IM) - Ke-
pala Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta, Syafrin Liputo 
angkat bicara usai komuni-
tas pengemudi ojek online 
(ojol) Predator melakukan 
aksi demonstrasi di depan 
Balai Kota DKI Jakarta 
pada Rabu (8/2) kemarin. 
Salah satu tuntutannya ialah 
pencopotan Syafrin Liputo 
dari jabatan Kadishub DKI 
karena program jalan ber-
bayar elektronik atau ‘elec-
tronic road pricing’ (ERP). 

Syafrin menegaskan 
keputusan untuk mempro-
mosikan maupun mende-
mosi dirinya dari jabatan 
adalah wewenang gubernur. 

“Ya, tentu kita serahkan 
kepada pimpinan. Apapun 
itu tentu kita melakukan 
yang terbaik,” kata Syafrin 
di Balai Kota, Kamis (9/2). 

Tuntutan itu ditenga-
rai karena komunitas ojol 
tersinggung dengan pem-
beritaan salah satu media on-
line yang menulis pernyatan 
Syafrin kalau demonstrasi 
ojol tak berpengaruh terha-
dap kebijakan ERP. 

“Sekali lagi bahwa kali-
mat itu tidak keluar dari saya, 
mungkin bisa dibaca secara 
terang benderang beritanya 
terkait dengan bagaimana 
pembahasan regulasi di de-
wan. Jadi tidak ada kalimat 
dari saya menyatakan bahwa 
demo apa namanya tadi? 
Demo Ojol tidak berpenga-
ruh. Itu satu hal yang tentu 

kontraproduktif  dengan apa 
yang selama ini saya sampai-
kan,” tuturnya. 

Hingga saat ini, pem-
bahasan rancangan per-
aturan daerah (raperda) 
ERP masih terus berjalan. 
Syafrin menambahkan, baik 
eksekutif  maupun legislatif  
akan tetap objektif  serta 
komprehensif  dalam mem-
bahas regulasi. 

“Belum, karena di dewan 
masih di tahap semacam 
ra pat dengar pendapat dan 
ten tu dari dewan pun akan 
sa ngat objektif  menerima 
ma sukan-masukan dari ma-
syarakat, dari sisi ke se we-
nang an mereka selaku pem-
buat kebijakan,” tukasnya. 

Sebelumnya, komunitas 
mitra ojol Predator melaku-
kan aksi demonstrasi kedua 
kalinya. Kemarin, aksi demo 
dilakukan di depan Balai 
Kota DKI setelah sebe-
lumnya pada 25 Januari aksi 
demo dilakukan di depan 
Gedung DPRD DKI. 

Aksi itu dilakukan seb-
agai bentuk menentang atas 
kebijakan ERP. Diketahui 
dalam draf  regulasi ERP, 
kendaraan roda dua turut 
terkena kebijakan pengen-
dalian lalu lintas tersebut. 
Namun, Kadishub DKI 
Jakarta Syafrin Liputo mene-
gaskan ojol tidak termasuk 
kendaraan roda dua yang 
terkena ERP karena masuk 
kategori angkutan umum 
daring.  yan

Komunitas Ojol Desak Gubernur DKI Copot 
Kadishub, Syafrin: Terserah Pimpinan

JAKARTA (IM) - Dinas 
Perhubungan (Dishub) DKI 
Jakarta akan menutup empat 
titik putaran balik (u-turn) 
di wilayah Jakarta Pusat 
tahun ini. Penutupan u-turn 
dilakukan untuk mengurai 
kemacetan lalu lintas kenda-
raan yang kerap terjadi di 
kawasan sekitar. 

Kepala Dishub DKI Ja-
karta, Syafrin Liputo menye-
butkan, empat titik u-turn 
yang akan ditutup di wilayah 
Jakarta Pusat tersebar di 
Jalan Garuda (titik Wuling 
Motors), Jalan Palmerah 
Utara (titik Apotek Bunda-
ran Slipi), Jalan Sukarjo 
Wiryopranoto (titik BNI 
Sawah Besar), dan Jalan 
Pejompongan (titik Menara 
BNI). 

Penutupan empat titik u-
turn diputuskan berdasarkan 
hasil kajian serta evaluasi 
bersama dengan Suku Dinas 
Perhubungan (Sudinhub) 
Jakarta Pusat. “Empat titik 
u-turn ini kerap menim-
bulkan kemacetan karena 

adanya juru parkir liar. Se-
hingga perlu ditutup untuk 
memperlancar sirkulasi lalu 
lintas di sekitar,” katanya, 
Ka mis (9/2). 

Syafrin menuturkan, saat 
ini Sudinhub Jakarta Pusat 
tengah membuat rencana 
triwulan yang salah satunya 
membahas penutupan em-
pat titik u-turn. “Penutupan 
u-turn sementara waktu 
akan menggunakan water 
barrier atau traffi c cone. Ren-
cananya dimulai semester I 
tahun ini,” jelasnya.

Menurut Syafrin, setelah 
dilakukan penutupan, pi-
haknya bersama Sudinhub 
Jakarta Pusat akan meng-
evaluasi kondisi lalu lintas 
di tiap titik.

Dari evaluasi tersebut 
bakal ditentukan apakah 
perlu dilakukan penutupan 
permanen atau sebaliknya. 

“Kalau dari hasil eva lu-
asi setelah tiga bulan harus 
ditutup permanen, maka 
akan kita tutup,” tandasnya. 
 yan

Kurangi Penyebab Kemacetan, 
Dishub DKI Tutup 4 Putaran Balik

Serti  kat Hak Milik (SHM) 
Bumi  dan  Bangunan , 
NOP.32.18.081.006.009-
0 1 2 8 . 0  A t a s  N a m a 
 Parsaulian LT: 48m2, LB: 
42m2 Terletak di Kp. Bulu 
Tengah RT.006 RW.23 
S e t i a  M e k a r  Ta m b u n 
 Selatan Kabupaten Bekasi

TELAH HILANG 

PENGUMUMAN
PT KEPRI FUNTASY RESORT, suatu 
perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum negara Republik 
Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, 
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia 
("Perseroan"), dengan ini mengumum-
kan bahwa Perseroan akan diambilalih 
oleh pemegang saham saat ini di 
Perseroan, melalui pengambilan saham 
dari pemegang saham lain di Perseroan.
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi 
ketentuan Pasal 125 dan 127 Undang- 
undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas.

Tanggal 10 Februari 2023
Perseroan

Direksi
Alamat Korespondensi:

Jl. Pegangsaan Barat No.18,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,

Jakarta Pusat, Indonesia.

PENGUMUMAN
Sesuai UUPT, dgn ini diumumkan bhw 
PT. API METRA BOGA, di Jakarta 
Selatan akan mengalihkan sebagian 
besar sahamnya kpd Pihak Ketiga. 
Kepada Pihak yg berkepentingan dapat 
menghubungi Direksi PT, paling lambat 
14 hari sejak tgl. pengumuman ini, d/a 
Gedung Energy lt 2, Jl. Jend Sudirman 
Kav 52-53 Lot 11A SCBD, Senayan, 
Jakarta Selatan.           

JAKARTA (IM) - De-
wan Pimpinan Pusat (DPP) 
Partai Solidaritas Indonesia 
(PSI) meminta permohonan 
pergantian antarwaktu (PAW) 
anggota DPRD DKI Jakarta, 
Viani Limardi segera dilaku-
kan. Permohonan ini dila-
yangkan ke pimpinan DRPD 
DKI Jakarta. 

Permintaan ini menyusul 
penolakan Pengadilan Tinggi 
(PT) DKI Jakarta atas ban-
ding yang diajukan Viani 
terkait pemecatan dirinya 
sebagai anggota PSI. 

Ketua DPP PSI, Isyana 
Bagoes Oka meminta per-
mohonan itu segera dilakukan 
karena sudah ada dua putusan 
hukum yang menguatkan soal 
pemecatan Viani. “Sudah ada 
dua putusan pengadilan yang 
menguatkan, Peng adilan Neg-
eri (Jakarta Pusat) dan Peng-
adilan Tinggi (DKI Jakarta). 
Karena itu, kami meminta 
permohonan PAW untuk Sis 
Viani segera dilaksanakan,” 
tutur Isyana dalam keterang-
annya, Kamis (9/2). 

Ia menegaskan, pember-
hentian itu dilakukan karena 
langkah Viani dianggap tidak 
sejalan dengan visi dan misi 
PSI. Viani juga dianggap 
melanggar anggaran dasar/
anggaran rumah tangga (AD/
ART) PSI. “Maka, secara 
otomoatis, dia (Viani) juga 
tak berhak menjadi anggota 
DPRD DKI Jakarta mewakili 
PSI,” ucap Isyana. 

Untuk diketahui, PT DKI 
Jakarta menolak banding yang 
diajukan Viani terkait pem-
ecatan dirinya sebagai anggota 
PSI. Dalam putusan pada 31 

Januari 2023, majelis hakim 
PT DKI Jakarta memutuskan 
untuk menguatkan putusan 
PN Jakarta Pusat.

Putusan PN Jakarta me-
nyatakan bahwa PN Jakar-
ta Pusat tidak berwenang 
memer ik sa  dan  meng-
adili gugatan nomor 637/
Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang 
diajukan Viani. “Menguat-
kan putusan Pengadilan Ja-
karta Pusat Nomor 637/
Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tang-
gal 4 April 2022 yang dimo-
honkan banding tersebut,” 
demikian putusan majelis ha-
kim PT DKI Jakarta, dikutip 
dari laman SIPP PN Jakarta 
Pusat, Kamis. 

Majelis hakim PT DKI 
Jakarta juga menghukum Vi-
ani membayar biaya perkara 
sebesar Rp 150.000. Adapun 
putusan banding ini diputus-
kan oleh majelis hakim yang 
diketuai Tony Pribadi serta 
hakim anggota Yahya Syam 
dan Sugeng Hiyanto. 

Sebagai informasi, Viani 
dipecat dari keanggotaan 
PSI setelah disebut meng-
gelembungkan dana dalam 
laporan penggunaan anggar-
an pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) untuk ke-
giatan reses. Selain itu, Viani 
disebut melanggar aturan 
perilaku anggota legislatif  
PSI karena tidak mematuhi 
instruksi DPP PSI pasca-
pelanggaran peraturan sistem 
ganjil genap yang dia lakukan 
pada 12 Agustus 2021. 

Viani juga disebut tidak 
mengindahkan perintah dari 
DPP PSI yang meminta 
pemotongan gaji untuk ban-
tuan penanganan Covid-19 
yang dimulai 3 April 2020. 
Konsekuensi dari pemecatan 
itu, posisi Viani sebagai ang-
gota DPRD DKI Jakarta dari 
Fraksi PSI harus digantikan 
kader lain melalui mekanisme 
PAW.  yan

PSI Minta DPRD DKI Segera Proses PAW
BANDING VIANI LIMARDI ATAS PEMECATANNYA DITOLAK


